ABSTRAK

Korupsi menjadi masalah utama dalam pembangunan di Indonesia.
Desentralisasi fiskal diharapkan mampu mengurangi korupsi, namun realitasnya
korupsi justru semakin meluas pada tingkat pemerintah daerah. Penelitian ini
bertujuan untuk menganalisis pengaruh good local governance,netekspor,
pertumbuhan ekonomi, belanja dan pendapatan daerah terhadap korupsi dengan
studi kasus 33 provinsi di Indonesia. Melalui desentralisasi fiskal yang diproksi
menjadi variabel belanja pemerintah dan pendapatan pemerintah apakah mampu
mengurangi tingkat korupsi pemerintah daerah. Pelimpahan kewenangan kepada
pemerintah daerah diakui juga terjadi pelimpahan korupsi pada 33 provinsi di
Indonesia. Ketika ada kewenangan yang dimiliki oleh pejabat daerah, maka
korupsi akan mengikutinya.

Penelitian ini menggunakan Fixed Effect Model untuk menganalisis
korupsi pada 33 provinsi di Indonesia tahun 2008-2012. Menggunakan data
kerugian negara yang menunjukkan korupsi sebagai variabel dependen dan good
local governance, pertumbuhan ekonomi, net ekspor, belanja dan pendapatan
daerahsebagai variabel independen. Penggunaan model tersebut diasumsikan
adanya heterogenitas data variabel di Indonesia dan time invariant.

Hasil penelitian menunjukkan belanja pemerintah daerah berpengaruh
positif terhadap korupsi. Implikasinya,meningkatnya belanja pemerintah
daerahakan meningkatkan tindak korupsi pemerintahan daerah di Indonesia
(ceteris paribus). Sementara itu,pendapatan daerah menunjukkan hubungan yang
negatif. Pertumbuhan ekonomi semakin tinggi diikuti dengan menurunnya tingkat
korupsi, namun bukan jaminan utama jumlah kerugian negara akan berkurang
(ceteris paribus). Tidak terdapat pengaruh yang signifikan variabel good local
governance dan netekspor terhadap korupsi dengan studi kasuspemerintah daerah
di Indonesia.
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